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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repulik 

Indonesia Nomor 6109); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik  Indonesia   

Nomor  1 Tahun 2015  Tentang  Pengelolaan  dan  

Pelayanan  Informasi Publik di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 456); 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 692); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1249); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 786); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,  
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Sekretariat    Komisi    Pemilihan    Umum   Provinsi   dan  

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236); 

9. Keputusan  Komisi Pemilihan Umum Nomor 

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum; 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

 

Memperhatikan :   Surat   Dinas KIP Aceh Nomor : 145/HK.04/11/2022 

Perihal Penetapan Akun Media Sosial Resmi JDIH KIP 

Kabupaten/Kota Tanggal 28 Januari 2022; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 
KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN AKUN 

MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN 
INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 
KABUPATEN ACEH JAYA  

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya sebagai berikut: 

a. Facebook            : jdihkpu.acehjaya 
b. Twitter                : jdihkpuacehjaya 
c. Instagram           : jdihkpu_acehjaya 

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub 

Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada 

Sekretariat Komisi  Independen  Pemilihan  Kabupaten   

Aceh  Jaya. 

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan 

sosialisasi informasi hukum.  

 

KEEMPAT . . . 




	220e8803a7efe49a192243875e9b4ecb05d251d5524e398b0fdb1cb205845d11.pdf
	b7ee27390851031889ceaad9f2fa6551a49efa4a12644d43baaa0210af69b9f7.pdf
	220e8803a7efe49a192243875e9b4ecb05d251d5524e398b0fdb1cb205845d11.pdf

